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Model sinergisitas kebijakan yang ditemukan ini berangkat dari ide penelitian adalah bagaimana membuka ruang politik lebih luas antara
pemerintah, masyarakat, dan swasta (PMS) dalam proses kebijakan. Secara empirik, inilah sumber konflik sosial-politik yang utama yang terjadi
dewasa ini di Indonesia termasuk Riau. Ruang publik dimana didalamnya ada komunikasi timbal balik dan interaksi sosial. Model-model
kebijakan publik yang ada selama ini paling tidak untuk perkebunan kelapa sawit, kelompok PMS dilibatkan ketika baru muncul masalah. Oleh
karena itu, model ini melibatkan PMS sejak tahapan isu kebijakan,masalah kebijakan,dan formulasi kebijakan.Sehingga tindakan pemerintah
mendapat legitimasi.

1. Menumbuh kembangkan kesadaran kolektif bersama bahwa konflik berbeda dengan tindak-kekerasan. Konflik adalah kenyataan hidup.
Kita semua alami konflik, besar atau kecil, tetapi tidak mesti melibatkan tindak-kekerasan.Kalau dikelola dengan efektif, konflik bisa positif

dan konstruktif, yaitu membuka peluang terjadinya perubahan.
2. Harmonisasi hubungan antara pemerintah,masyarakat (lokal),dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
3. Memperkuat sinergisitas negara dan masyarakat dalam konteks formulasi kebijakan publik yang pro rakyat
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1. kerangka dasar yang terdiri dari tahapan identifikasi isu kebijakan, masalah, formulasi dan legitimasi kebijakan.
2. model ini mengetengahkan empat variabel ekonomi-politik utama yang seringkali menimbulkan ketegangan sosial-politik variabel
tersebutadalah:
a. aktor, mengidentifikasi pola dan arah interaksi aktor-aktor yang “mendukung” atau yang “menolak” dalam wacana dan pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Riau, dan menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya.
b. menggambarkan proses preferensi masing-masing aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di Riau
¢ . mendiskripsikan bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan.
d. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi para aktor berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka
memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan.
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Tabel Pola interaksi aktor dalam formulasi kebijakan
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KELOMPOK :

-PEMERINTAH

-MASYARAKAT

UNSUR-UNSUR :
TAHAP (1) - AKTOR TAHAP (8)
- KEPENTINGAN

Surat Kabar dan Majalah:

- BASIS SOSIAL
PELAKSANAAN
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Riau Pos, 16 Juni 2010
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